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Pemerintah 7he Largest Buyer

Rencana

Inovasi & Percepatan Pengadaan Peran serta usaha kecil Sumber: LKPP, 2020

Tender Dini Tender/Seleksi Cepat  Tender ltemized RUP
5.915 Paket 6.624 Paket 191 Paket 1.637,9 N Paket
PaguRp. 446,37 Fagu Rp. 11,77 PaguRp.2,9T Pagu Rp. 652,97

Konsolidasi Kontrak Payung* Kontrak Tahun Jamak™ Realisasi

Perencanaan 32 Paket T3T Paket E-Tendering 78,0 K Pakot

2.958 Paket Pagu Rp. 427.2 M Pagu Rp. 19,07 Pagu Rp. 64,2 T
PaguRp. 1,77
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Komisi Pemberantasan Korupsi ~ Pendidikan Antikorupsi

Pengembangan PBJ Pemerintah Indonesia

REGULASI PERATURAN
Sejak tahun 2000, pemerintah telah PRESIDEN
mengeluarkan aturan khusus menganai
pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi

Pengaturan PBJ terus menerus diperbaiki.

SPSE ini telah mengalami 13 kali penyempurnaan.
SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Saat ini: Perpes 16 tahun 2018
\’ SRUP» 2.3
# Paasseaeatll @440 A EEaaaaa———— 0 < DEl AKSANAAN @@ N amme. ) @ wa
Y _ PELAKSANAAN . LA
& 1. Perbaikan infrastruktur pengadaan (sirup, -—
. _ a _ o _ i J_ = 'HI’I-
Aplikasi untuk menyusun dan mengumumian Aplikasi untuk melaksanakan persiapan, Slkap' e-procurement SPSE, e purChaSIng . j— ﬂ
Rencana Umum Pengadaan: pemilihan dan pelalsanaan pengadaan (kontrak) ecatalog, emarketp|ace, d") i =,
Versi 2.3 mengakomodir Versi &.3 mengakomodir Perpres No.16 Tahun i :
Perpres No.16 Tahun 2018 (P16/18) 2018 dan 5uc|§h menralcupzpengadaan 22 Penlngkatan kapaSItaS SDM pelaksana
(sirup.kpp.go.id) langsung, e-penunjukan langsung, e-reverse pengadaan

auction, e-kontrak penyedia & swakelola.

KELEMBAGAAN
1. Lembaga Kebijakan: LKPP (2005)
2. Organ pengadaan khusus di setiap K/L/P/D

(UKPBJ, LPSE)

3. Pejabat penanggungwab pengadaan di
setiap K/L/P/D (PA, KPA, PPK, PP, PPHP,

Aplikasi untuk mengelola informasi riwayat Aplikasi yang memuat informasi spesifikasi, :
kinerja dan kualifikasi penyedia yang harga dan Penyedia Barang/lasa Pj PH P)
terintegrasi dengan SPSE. Versi 4.8 mengakormodir

Versi 1.4 mengakomodir pemusatan data Perpres No. 16 Tahun 2018
kualifikasi penyedia dan dapat digunakan untuk {https://e-katalog.lkpp.go.id/) .

pembuktan kualifikasi Sumber: LKPP’ 2020
(https://sikap.lkpp.go.id/)
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STATUTA
IPB

Paizaal 9]

{1} Pemerintab menyedinkan danm uniuk
peovelenggaraen  pendidilkan tingg ol=h PR yang
dimlokasikan  dalam  anpgacsn perolapaten  dan
Telarga regare

I

Seladn diatohasikin dalum anggaran pendapatan dan
Eelanja negara sebagaimsana dimaksud pada avar (1),
dapat terasal dar:

SApe s

manynrnkst;

Biana partlidilean:

pnpEelalaan dana sbadi;

pendapatan dar badanfsatuon usaha 1PE;
krrjasmma Tridhnrma;

penpelolaan Keknyvaan negara yang diberikan olef
prmeriniah dan prmerinteh deerah untuk
kepentingan  pengembongan  pendullan  rings;
danfatau

sumber lain yang sah.

Bagian Kelima
Fenpadaan Barang/fass

Pasal 95

{1} Pengadaan  barang/jaes dilalukan  berdasaskan
prinsip efisins dan shononms, seaud dengain prakock
hisnis yvang sehat.

12} Pengadasn barang/jees yaong sumber danamya berasal
dari  angeavan pendapatan dan belanja  negara
mengacy  pada ketentuan pengadaan  barang/jasa
un ik stans pemeriniak,

{d}) Eetentuan mengenni pengodmnn barangfjasa  yang
sumber  dananya  bukan berassl  dard  anpgaran
pendapatan  dan  belanjs negacs distwr  desspan
Peraturan Rektor.

!! Pendidikan Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Peraturan
Rektor
IPB

FERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MOMOR 13 T3/l 2018
TENTAMD
FENGADAAN BARANG /JASA INSTITUT FERTANIAN BOGE0OR

ARLIRAY
FENATUMAN

FERATURAH
REKTOR INSTITUT PEETANIAN ROEHIH BEATOR INSTITUT PENTANIAY BOCHUS
I.IIEIH AN 18, TN LK 00N
B 21/IT3/ LK, 2018 s
TENTARC

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTUR INSTITUT MEITAMAN
FERUBAHAH ATAS PERATURAN REKTOR MSTITUT PEETARIAN BOCHIR &0 ik SOMOR 13,07/ LK/ 3018 TENTANG PERGADAAY BAANT A%
ROMOR 1.3TT3LE 0168 TERTARS PENTADANN BARANG LIaHs VETITUT PRRTAMAN DOGOA
ENETETLIT PERTAHIAH BOOOE

2. Dana Institut adalah pensrimaan Institut Pertanian Bogor yang dapat
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah, dana
hibah, dana kerjasama, Dana Masyarakat, Bantuan Pendanaan
Perguruan Tinggi Negen Badan Hukum dan sumber [ain yang sah.



PBJ PINBH~PBJ PEMERINTAH

Prinsip Dasar Pengadaan

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa oleh Institut Pertanian Bogor harus memenuhi
prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.

. fleksibel,

efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan
menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan;

. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan

yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya sesual dengan sasaran yang ditetapkan,

. cepat, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan waktu yang

sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;

. mudah, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan sesuai prosedur

dan ketentuan yang tidak mempersulit tercapainya sasaran;

. terbuka dan bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi

Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui
persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan
memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur
yvang jelas dan transparan;

transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan
Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara
evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia Barang/Jasa, sifatnya
terbuka bagi peserta Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta bagi
masyarakat luas pada umumnya;

. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi

semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
.akuntabel, berarti hams mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun
manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum unit kerja sesuai
dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan
Barang/Jasa; dan

berarti harus mampu menyederhanakan proses Pengadaan
Barang/Jasa untuk mempercepat pengambilan keputusan.

El:l'l-lb_l- F'.'-F-{-Ird;.ﬂ.ﬂ
Pasal &

Para pihak yong terheit dalam pelabsamssn Penpgadasn Barang/Jose
Institut Pertanian Bogor haris mematubl etk ssbagal Her bt

&. mAlRKAANRKAR Dugna secara tertib, dengan penub tanggmarg jewst ur
mencapdi ananrkn kalascaran doan ketepatan fercapadnpe fjla Pergad
Barang! Jaan;

. belreris deskts profoiiconl dan mandin stas desar kejujunan, sema men
kerahnsinen Dobumen Penpudmsn yang scharusoye disshasdakan ar
mrenoegeh terjadinye penyimpaengan dalssm proses Pengadean Barang/o

c. tidak saling mempengorubi baik langsung maupon tidek langeung ar
menceguh dan menghindan tecadinys persaingan 15dal s=har;

o, mencrima. dan bertanggung jewab atas segais Kegnitusas jang ditetap
sesani dengan kescpakaian pera plhak;

&, ismghindan dan mencegah terjadinys pertencangan Repantngan foor
fuleres)) para pihak yang terkait, langsung maugen 1idak langnmg da
proses Pengadaan Bamang) Jasa;

[ menghindan dan mencegah  tepedmyn  pesnborossn dan keboo
keuangan Inatine: Pertsnian Bogor dalam Pengadnon Barang .l

i menghindar: dan mencegeh penpnichgunann wesnnang don/abaw o
dengan tajuan untik keunmingan pribedi, galongan, atma pihak kain y
escarn Inngrung ot tidak kengsung mesugmkae netityl Perianinn o
dnn

b, bk menerima, tdak menawarkosn dan/amu ek menjanjikan ur
membari mbna menerime edish, Bbalan Berdpm apa =g kepads miape
yarng dikctahul  abvu  pamut
Boreng fasa.

e

didugn berxalman  dengan  Pengadann

Komisi Pemberantasan Korupsi
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Pendidikan Antikorupsi

Pasal T

{1] Organisss Pengadaan RBarang/lass untel pengadaan melalol Pemyedia
Barang) Josa terdir dari -

ppE

FEmFA S

Rektor [ Pejabai Peranggeeg Jawah Pengguns Anggaran (RIPA);
Euasn Peabat Penangming Jowab Penggunn Anggaran (KRIPAL
Pejabat di Engkungan Unit Kesja Pengadaan;

Pejahat Pembuat Persetujuan [FPR);

Pemibumt Pernetujian Linit [PFLU):

Tim Kerga Pemilihan;

Pejabat Pemnilihan;

Pemerima Hasil Pekeriaan:

Selcretarint Pesabat Pembuat Persetujuan [SPPPE

Petugas Pembelian; dan

Petugas Penerima Belanja Unit

{3 Grﬂruuu] Pengadean Barang/Jass sebagaimana dimeksud peda ayat (L
jika diperlukan dapat dibantu oleh Tim Teknis dem /atan enaga akli,

1% Peracnalla pada organisasi Pengadapn  Barang/Jasa sebagmimanae
dimakswd pada ayat |1] dilararsg oerangkap jabatan terkail pelaksanaan
Pongadaan BarangJase pads paket pekerjaan yang sama dikecualikan
untak PP, Petugas Pembélinn, dan Petugas Penerima Belanja I mir.

{4 Unit Hera dalean melaksanakan proses Pengedasn BarangfJlasa sesuai
kewenangannya, dapat memintn bantuan teknis lepada Unit Kerga

Pengadaan.

o®
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Pendidikan Antikorupsi

Korupsi PBJ masih tinggi

Sumber: ICW, 2020

Jumlah Nilai Kerugian _
Nilai suap
Penyuapan — 708 kasus negara

Pengadaan 174  Rp 957.3 miliar Rp 91.5 miliar

Pengadaan Barang/Jasa I 224
- NonPengadaan 97 Rp 7.4 miliar Rp 109.3 miliar

Penyalahgunaan Anggaran [ 48 Jumlah 271  Rp 964.7 miliar Rp 200.8 miliar

TPPU | 36

Pungutan/Pemerasan J 26

2173

Perijinan 23
Dumas PBJ
| Merintangi Proses KPK | 10 2014-2017
® [ [ [ [ | N §
] 0 200 400 600 800 Data Pengaduan Masyarakat ;wl
!E] 7 yang diterima KPK KPK HFR)

Data kasus yang ditangani KPK Sumber: KPK, 2020
Tahun 2004 — Juni 2020
Sumber: KPK, 2020
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Komisi Pemberantasan Korupsi endidikan Antikorupsi

FraUd PBJ maSIh tlnggl Temuan audit BPK terkait

Belanja

Kasus yang ditangani KPPU

Tahun 1999- 2017
Lainnya
29,60%
Data KPPU Tahun 2006 —
2012:
* Perkara: 97 dari 173

perkara yang diputus
 Terbukti 75 dari 97 perkara
* Nilai proyek 8.6 T dari
12.35T

Sumber: KPPU 2013

70,40%
Persekongkolan
Tender

Sumber: KPPU, 2017

Komisi Pemberantasan

Sumber: BPK 20
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Komisi Pemberantasan Korupsi Pendidikan Antikorupsi

Pada tahapan mana korupsi banyak terjadi?

Tahapan PBJ

Proses Perencanaan —
Perencanaan Persiapan PBJ
Anggaran Pemerintah

o 30 perkara,

0 66 terpidana,

o Kerugian negara (BPK/BPKP)1,15T
o Uang pengganti (inkracht) 332,4 M

Unsur: DPR/DPRD, Kepala K/L/Pemda (KPA/satker),
Kemenkeu, PPK, Pimpro/Pokja ULP,
Pengusaha/vendor

Setelah ada Perpres 54/2010 PBJ

Pelaksanaan PBJ
Pemerintah

12 perkara,

33 terpidana,

Kerugian negara (BPK/BPKP165,8 M
Uang pengganti (inkracht) 75,1 M

Unsur:
PPK, PIMPRO/POKJA ULP, LPSE, Panitia
Penerima Barang, Pengusaha/vendor

Proses Serah
Terima dan
Pembayaran

Proses
Pengawasan dan
Pertanggung-
jawaban

o 3 perkara
o 8terpidana

Unsur: PPK, Pimpro/ POKJA ULP,
BPK/BPKP, Penegak hukum
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\~ Pendidikan Antikorupsi

Bagaimana relasi antar Aktor korupsi di PBJ? -

Kolusi Politik
anggaran,
komitmen fee,
conflict of interest,
suap, gratifikasi

Berdasarkan Aktor

Manipulasi dan kecurangan
lelang (dokumen manipulatif,
spse dihack, perusahaan
fiktif/bendera/palugada,
pelaksanaan tidak sesuai
spek, dll)

Kolusi lelang (markup, spek
Kolusi antgr teknis mengarah, pecah
vendor (arisan paket), conflict of interest,

Aktor: .‘- lelang, tidak ada e
1. Vendor/Perusahaan kompetisi, harga suap, gratifikasi, pelibatan

2. Lembaga eksekutif kesepakatan pihak lain (Menutupi jejak)
(K/L/P/D, organ vendor, dll)
pengadaan) x Kolusi lelang

3. Lembaga legislatif (markup, spek

4. Lembaga terkait (LKPP, teknis mengarah,

Auditor, Asosiasi, dll} pecah paket), Kolusi
conflict of pengawasan
interest, suap, dan perkara

gratifikasi (suap)
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Komisi Pemberantasan Korupsi Pendidikan Antikorupsi

Bagaimana modus korupsi dilakukan?

Tahapan PBJ

Proses
Proses Perencanaan - Proses Serah

. Pelaksanaan PB)J . Pengawasan dan
Perencanaan Persiapan PBJ Pemerintah Terima dan P ——
Anggaran Pemerintah Pembayaran seung

jawaban

Proyek/Paket sudah dijual terlebih dahulu kepada vendor Pengumuman terbatas

sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Pengadaan tidak Manipulasi pemilihan pemenang :
sesuai dengan kebutuhan (rekayasa dokumen). Manipulasi dokumen lelang. Suap kepada auditor (BPK atau

Persekongkolan antara DPR, pihak K/L (KPA), dan Vendor. HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor BPKP) untuk menghilangkan
Proaktif bisa dilakukan oleh DPR, K/L, atau vendor. Mark up harga temuan audit

HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor Suap kepada pihak-pihak terkait Suap kepada penegak hukum
Mark up harga Persekongkolan KPA, PPK, Pokja ULP/Pimpro, untuk meringankan hukuman
Suap kepada pihak-pihak terkait PPHP, Bendahara.

Manipulasi pemilihan pemenang. Manipulasi dokumen serah terima
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\) Pendidikan Antikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Bagaimana mencegah korupsi di PBJ?

Tidak konflik kepentingan (COH

1. Deklarasi :
2. Mengelola COl Pakta Integritas
1. Untuk pelaksana PBJ
2. Memuat sanksi atas

pelanggaran

Sistem Elektronik

1. E-Procurement
2. E-katalog
3. Konsolidasi PBJ

Mekanisme kontrol

1. Saluran pengaduan PBJ
2. Unit pengendalian gratifikasi
3. Sistem pengelolaan COI




Komisi Pemberantasan Korupsi

VPAR

Pendidikan Antikorupsi

SE KPK no. 8 Tahun 2020: Pencegahan korupsi pada Pelaksanaan PBJ

e. Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan.

3. KPK mengingatkan agar dalam seluruh tahapan pelaksanaan PBJ, selalu menghindari ; : A | )
Penyelenggara negara/ASN/pejabat publik dapat memiliki potensi benturan kepentingan

perbuatan-perbuatan yang dikategorikan tindak pidana korupsi, diantaranya:

Tidak melakukan persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa.
Persekongkolan/kolusi yang biasa terjadi antara penyelenggara negara/ASN/pejabat publik
dengan penyedia barang/jasa diantaranya adalah mengatur harga barang/jasa bersama
dengan penyedia, atau mengatur pemenang di antara penyedia.

Tidak memperoleh kickback dari penyedia

Kickback adalah pembayaran balik dari penyedia, dimana pembayaran balik tersebut
merupakan bagian dari jumlah kontrak yang diterima penyedia. Inisiatif kickback bisa
datang dari penyedia atau dapat juga merupakan persekongkolan/kolusi antara
penyelenggara Negara/ASN/pejabat publik dengan penyedia.

Tidak mengandung unsur penyuapan.

Penyelenggara negara/ASN/pejabat publik tidak boleh menerima pemberian atau janji
dengan maksud melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewenangannya
atau karena pengaruh atau wewenang yang dimilikinya. Suap menyuap dalam PBJ
melibatkan 2 unsur yaitu pemberi suap (penyedia Barang/Jasa) dan penerima suap
(penyelenggara negara/ASN/pejabat publik yang berwenang dalam pengadaan
barang/jasa)

Tidak mengandung unsur gratifikasi.

Gratifikasi yaitu segala bentuk pemberian dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan
dengan jabatan serta berlawanan dengan tugas dan kewajiban selaku penyelenggara
negara/ASN/pejabat publik. Penyelenggara negara/PNS/pejabat publik tidak boleh
menerima hadiah atau pemberian apapun, walaupun proses PBJ telah berjalan secara baik
sesuai dengan prosedur. Gratifikasi dapat meliputi uang, barang, rabat (diskon), komisi,
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

dalam pengadaan, misalnya calon penyedia barang/fjasa adalah kerabat/anggota
keluarga/teman dari penyelenggara negara/ASN/pejabat publik yang berwenang baik
langsung maupun tidak langsung terhadap proses PBJ tersebut. Situasi tersebut jika tidak
dihindari atau tidak dimitigasi maka dapat berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Tidak mengandung unsur kecurangan dan atau mal-administrasi

Penyelenggara negara/ASN/pejabat publik tidak berbuat curang dan/atau sengaja
memanipulasi administrasi PBJ yang melibatkan pihak penyedia maupun pejabat
berwenang dalam PBJ. Perbuatan curang dan atau kesengajaan dalam memanipulasi
administrasi PBJ yang melibatkan pihak penyedia maupun pejabat berwenang dalam PBJ
merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat sehingga merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman hukuman bagi yang berniat jahat
memanfaatkan kondisi darurat adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi, padahal mengetahui dengan
sadar akan ada akibat yang dapat menimbulkan kerugian negara tetapi membiarkan (defik
omisi) atau dengan sengaja (mef opzet) sebagai pelaku atau turut serta melakukan atau
turut membantu melakukan atau membujuk melakukan.
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Program Penguatan Integritas Ekosistem

Pemilihan pimpinan
dan pejobat
perguruan tinggi

Penerimaan
mahasiswa baru
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keuangan
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Penelitian,
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masyarakat dan
hilirisasi incvasi

Administrasi
kependidikan

Pengelolaan
kerjasama
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